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KAMT, PRESIDEN REI'UBLIK INDONESIA

bahwa mengingat struktur, sifat, matjem dan tingkat
pengupa hun dewasa ini sangat beraneka ragam, perlu
diusahakan suatu sistim pcngupuhhn jang setapak demi
setapak jong sesuai dengan perkembangan ekonomi guna
menudju kestruktur Sosialisme Indonesia

bahwa kebidjaksanaan pengupahan harus berlandaskan
pada tingkat perkembangan ekonomi dan produktivitas
sehingga dengén-demikian dapat mendorong kearah pe=
ningkatan produksi disecmua sektor aktivitas ekonomi
dan disemua djenis dan kesatuan produksi H

bcliia kebidjaksanaan penbupunan harus mengingat pada
perkembanran kebude jean dan pola konsunsi jang seim-
bang dengan perkembangan ckonomi ;

bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk suatu Dewa
Upah Nasional, jang merupakan suatu lembaga integres
antara Femerintah, Buruh, Tani, Pengusaha dan Tjendi
kiawan.,

Pasal 4 ajat (1) Undang~-undang Dasar ;

Pasal 27 ajat (2) Undeng-undang Dasar ;

Pasal 3 ajat (2} dan Tasal 5 ajat (15 Keputusan
MPRS No. II/MFRSA1960 ;

Mendengar : Wakil Terdana Menteri III dan Menteri Perburuhan,
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timbangan kepada Femerintah tbntung :

Kebidjaksanaan delam bidang pengupahan sctgara ;
Nasional,

Pemblmblngan masalah pengupahah dlpcrbagal sektor
aktivitas ekonomi dan lapangan kerdja,

Feraturan? pulaksan“an dibidang pengupghan,

! de Sodl2 laln Jang berhubungan dengan masalah. pengupaha
| KEDUA : Dewan Upah Nas1onal terdlrl dari unggota,tetap sebagai
! : berikut : |

i 1. Wakil Perdana Menteri ILL - merangkap Ketua

: 2. Menteri Koordinator Urusan ,

i Perent janaan Nasional - nerangkap Wkl, Ketua I
{ 3+ Menteri Koordinator Urusan _ :

1 Keuangan - merangkap Wkl,Ketua II
' L.+ Menteri Perburuhan - merangkap Wkle. Ketua

; , : -+ IIT Ketua Harian,

' 5¢ Menteri Urusan Bank Sentral -
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Menteri Urusan Pendapatan, =
Pembiajaan dan Pengawasan

Menteri Dalam Negeri
Menteri Urusan Research Nasional
Menteri Perdagangan Luar Negeri

Se-banjak2-nja 3 orang, jang mewakili unsur Buruh, jang
ditundjuk olch Menteri Perburuhan.

Se-banjak2-nja 3 orang, jang mewakili unsur Tani jang di
tundjuk oleh Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional
Se-banjak2-nja 3 orang, jeng mewakili unsur Pengusaha
Nasional Swasta, jang ditundjuk oleh Menteri Penasehat
Presiden/Perdana Menteri Urusan Pengerahan Funds & Force

KETIGL : Selain Anggota2 tetap tsb. distas Dewan Upah Nasional dape
mengundang Menteri2 lain jang berhubungan dengan masalah
upah Nasional sebagal inggota tidak tetap.

KEEMPAT: :Membentuk Badan Pekerdja Dewan Upah Nasional jang Anggota:

*nja terdiri dari :

1

. Pembantu Menteri Perburuhan Urusan Penelitian, Perentj
naan dan Pengawasan - merangkap Ketua

2. Wakil dari Badan Pusat

Koordinator Perusahaan
Negara

merangkap Wkl. Ketua I

3. Wekil dari Menteri Koor-

dinator Urusan Pe¢rentja-
naan Nasional

1

merangkap Wkl, Ketua II

Lo Wakil dari Menteri Koor-

5+ Wakil dari Menteri Perda-

dinator Urusan Keuangan merangkap Wkl. Ketua IIT

gangan Luar Negeri

6. Wakil dari Menteri Dalam Negeri

7. Wakil dari Menteri Urusan Bank Sentral

8. Wakil dari Menteri Uruscn Pendapatan, Pembiajaan dan

Pengawasan

9. Wakil dari Biro Pusat Statistik
10, Se~banjak2-nja 8 orang ahli/Wakil dari unsur Buruh, Ta

KEENAM ¢

KETUDJUH :

Untuk salinan jang sah
Sestal dengan jang asli

Pengusaha Nasional dan Tjendikiawan jang ditundjuk ole
Menteri Perburuhan,

¢ Sekretaris? dan Staf Sckretaris Dewan Upah Nasional ditu
-djuk serta diatur oleh Menteri Perburuhan.

Segale biaja untuk keperluan Dewan Upah Nasional, Badan
Pekerdja Dewan Upah Nasional dan Sekretariat Dewan Upah
Nasional dibebankan pada Negian I Lembaga-Lembaga Negara
Tertinggie s .
Surat.Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapka
njae ¢

Ditetapkan di : D j.a ka rt a.
Pada tanggal : 14 M'e 1 1965 .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SEKRETARIS PRESIDEN/KEPAL SUK.RNO,

-KiBINET PRESIDEN,

Sesuai denpan salinan jang asl

. t?4° i he.n. Fd. Kepala Bagian Kearsiga
DJAMIN., , SEKRETARIAT NEGaRA BIRQ
‘ "~ Pd. Kepala Sckai Pengetikan,
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